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ABSTRACT 
Article 75 paragraph (1) of Law No. 18 Year 2012 on Food states: "Every person who 
does food production for distribution prohibited uses: Food additives that exceed the 
maximum threshold specified; and / or prohibited materials used as additives Food". Then the 
violation of the provisions of this chapter subject to the threat of criminal sanctions as 
referred to in Article 136 of Law No. 18 of 2012 which states: "Every person who circulated 
the Food Production for intentionally using: a. Food additives exceed the maximum limit 
specified; or b. prohibited materials used as Food additives as referred to in Article 75 
paragraph (1) shall be punished with imprisonment of  5 (five) years or a maximum fine of 
Rp. 10,000,000,000.00 (ten billion dollars)". 
Although already available law on the prohibition of use of Food additives that 
exceed specified maximum threshold and / or prohibited materials used as additives for food, 
as well as sanctions that can be applied against the perpetrator, there are still many employers 
who use hazardous substances in food products on household food industry in Pontianak City 
law enforcement has not been done. As for the problem of this research is a factor of what the 
problem is that enforcement of the provisions of Article 136 of Law No. 18 of 2012 has not 
been effective; and what legal actions undertaken by the government in order to streamline 
the enforcement of Article 136 of Law No. 18 of 2012. 
This study uses a socio-legal research methods research. The survey results revealed 
that the factors that constrain enforcement of the provisions of Article 136 of Law No. 18 of 
2012 has not been effective, namely: lack of coordination in the conduct of law enforcement, 
penalties are given good guidance, oversight and action pro justicia yet provide a deterrent 
effect; no solid inter-agency level supervisors and supervisors (PHO and FDA); budget for 
the detection of inadequate BTP; laboratory facilities to perform all the BTP investigation is 
not yet complete and is expensive; more food industry players dominate the market so that 
the relevant agencies to oversee difficulty (wide area); BTP limited knowledge about the 
community; effects of BTP requires a long process and a long time to health, so that people 
do not pay much attention to the food that is sold / consumed; and has never been an 
investigation into the company (IRTP) Food additives are used that exceed the maximum 
threshold specified and / or prohibited materials used as additives Food. 
Legal efforts undertaken by the government in order to streamline the enforcement of 
Articl 136 of Law No. 18 of 2012 is to provide information that may be material and may not 
be used in food through various forums, such as counseling, campaigns, exhibitions, and 
others. IRTP It should no longer use food additives that are prohibited, but the use of food 
tambahn materials are allowed. Then encourage the relevant agencies (Department of Health 
and BBPOM) to strictly supervise the production and distribution of food using food 
additives including providing infrastructure facilities for testing (lab) in order to know for 
certain offenses committed 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ABSTRAK 
 
Pasal 75 ayat (1) Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan 
menyatakan: “Setiap Orang yang melakukan Produksi Pangan untuk diedarkan 
dilarang menggunakan: bahan tambahan Pangan yang melampaui ambang batas 
maksimal yang ditetapkan; dan/atau bahan yang dilarang digunakan sebagai bahan 
tambahan Pangan”. Kemudian terhadap pelanggaran ketentuan pasal ini dikenakan 
ancaman sanksi pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 136 Undang-Undang 
Nomor 18 Tahun 2012 yang menyatakan: “Setiap Orang yang melakukan Produksi 
Pangan untuk diedarkan yang dengan sengaja menggunakan: a. bahan tambahan 
Pangan melampaui ambang batas maksimal yang ditetapkan; atau b. bahan yang 
dilarang digunakan sebagai bahan tambahan Pangan sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 75 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau 
denda paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)”. 
Walaupun sudah tersedia aturan hukum mengenai larangan menggunakan 
bahan tambahan Pangan yang melampaui ambang batas maksimal yang ditetapkan 
dan/atau bahan yang dilarang digunakan sebagai bahan tambahan Pangan, beserta 
sanksi yang dapat diterapkan terhadap pelaku, ternyata masih banyak pengusaha 
yang menggunakan bahan berbahaya dalam produk pangan pada industri pangan 
rumah tangga di Kota Pontianak belum dilakukan penegakan hukum. 
Adapun yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah faktor apa 
yang menjadi kendala sehingga penegakan hukum terhadap ketentuan Pasal 136 
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 belum efektif; dan upaya hukum apa yang 
dilakukan oleh pemerintah dalam rangka mengefektifkan penegakan hukum 
terhadap Pasal 136 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012. 
Penelitian ini menggunakan metode penelitian socio-legal research.  Dari 
hasil penelitian diketahui faktor yang menjadi kendala sehingga penegakan hukum 
terhadap ketentuan Pasal 136 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 belum efektif, 
yaitu: kurangnya koordinasi dalam melakukan penegakan hukum, sanksi yang 
diberikan baik pembinaan, pengawasan maupun tindakan pro justisia belum 
memberikan efek jera; belum ada jenjang yang solid antar instansi pembina dan 
pengawas (Dinkes dan BPOM); anggaran untuk deteksi BTP belum memadai; 
fasilitas laboratorium untuk melakukan pemeriksaan semua BTP belum lengkap dan 
biayanya mahal; pelaku industri makanan lebih menguasai pasar sehingga instansi 
terkait kesulitan untuk mengawasi (luasnya wilayah); pengetahuan masyarakat 
tentang BTP terbatas; efek dari BTP memerlukan proses panjang dan lama terhadap 
kesehatan, sehingga masyarakat tidak terlalu memperhatikan pangan yang 
dijual/dikonsumsi; dan belum pernah dilakukan penyidikan terhadap perusahaan 
(IRTP) yang menggunakan bahan tambahan Pangan yang melampaui ambang 
batas maksimal yang ditetapkan dan/atau bahan yang dilarang digunakan sebagai 
bahan tambahan Pangan. 
Upaya hukum yang dilakukan oleh pemerintah dalam rangka mengefektifkan 
penegakan hukum terhadap Pasal 136 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 yaitu 
memberikan informasi bahan yang boleh dan tidak boleh digunakan pada pangan 
melalui berbagai forum, misalnya penyuluhan, kampanye, pameran, dan lain-lain. 
Seharusnya IRTP tidak lagi menggunakan bahan tambahan pangan yang dilarang, 
namun menggunakan bahan tambahn pangan yang diperbolehkan. Kemudian 
mendorong instansi terkait (Dinas Kesehatan dan BBPOM) untuk secara ketat 
mengawasi produksi dan peredaran pangan yang menggunakan bahan tambahan 
pangan termasuk menyediakan sarana prasarana untuk mengujinya (laboratorium) 
agar dapat diketahui secara pasti pelanggaran yang dilakukan. 
Kata Kunci : Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penggunaan Bahan 
Berbahaya 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Latar belakang 
 
Dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28H ayat (1) menyatakan 
bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, 
dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak 
memperoleh pelayanan kesehatan. Kemudian Undang-Undang Nomor 36 Tahun 
2009 tentang Kesehatan, Pasal 4 menyatakan bahwa setiap orang berhak atas 
kesehatan. Karena itu setiap individu, keluarga dan masyarakat berhak 
memperoleh perlindungan terhadap kesehatannya, dan negara 
bertanggungjawab mengatur agar terpenuhi hak hidup sehat bagi penduduknya. 
Pembangunan bidang kesehatan pada dasarnya ditujukan untuk 
meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap 
orang untuk mewujudkan derajat kesehatan yang optimal sebagai salah satu 
unsur kesejahteraan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 
Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kondisi kesehatan sebagai bentuk hak 
yang paling asasi bagi setiap manusia haruslah dapat diwujudkan dalam bentuk 
pemberian berbagai upaya bidang kesehatan kepada seluruh lapisan 
masyarakat Indonesia melalui penyelenggaraan pembangunan bidang 
kesehatan yang berkualitas dan bertanggung jawab serta terjangkau secara 
ekonomis oleh seluruh lapisan masyarakat Indonesia.  
Dengan memperhatikan peranan kesehatan di atas, diperlukan upaya 
yang lebih memadai bagi peningkatan derajat kesehatan dan pembinaan 
penyelenggaraan upaya kesehatan secara menyeluruh dan terpadu, sehingga 
pemerintah membentuk Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang 
Kesehatan yang kemudian diganti Dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 
2009 tentang Kesehatan. Dalam Pasal 3 UU No. 36 Tahun 2009  menyatakan 
bahwa “Pembangunan kesehatan bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, 
kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat 
kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya, sebagai investasi bagi 
pembangunan sumber daya manusia yang produktif secara sosial dan 
ekonomis”. 
Salah satu aspek kesehatan masyarakat adalah di bidang pangan, karena 
pangan merupakan kebutuhan dasar manusia yang pemenuhannya menjadi hak 
asasi setiap rakyat Indonesia dalam mewujudkan sumber daya manusia yang 
berkualitas untuk melaksanakan pembangunan nasional. Pangan yang aman, 
bermutu, bergizi, beragam, dan tersedia secara cukup merupakan prasyarat 
utama yang harus dipenuhi dalam upaya terselenggaranya suatu sistem pangan 
yang memberikan perlindungan bagi kepentingan kesehatan serta makin 
berperan dalam meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Pangan 
sebagai komoditas dagang memerlukan dukungan sistem perdagangan pangan 
yang jujur dan bertanggung jawab sehingga tersedia pangan yang terjangkau 
oleh daya beli masyarakat serta turut berperan dalam peningkatan pertumbuhan 
ekonomi nasional. Dalam rangka mengatur masalah pangan, pemerintah 
membentuk Undang-Undang Nomor  7 Tahun 1996 tentang Pangan yang 
kemudian diganti dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang 
Pangan. 
Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012: 
 
 “Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk 
pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik 
yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau 
minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan 
baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, 
pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman”. 
 
 Dibandingkan pengertian menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996, 
maka pengertian pangan menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 lebih 
luas karena terdapat penegasan sumber pangan, yaitu sumber hayati produk 
pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air.   
Baik pada saat berlakunya Undang-undang Nomor 7 Tahun 1996 maupun 
dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 terdapat larangan memproduksi 
pangan untuk diedarkan dengan menggunakan bahan apa pun sebagai bahan 
tambahan pangan yang dinyatakan terlarang atau melampaui ambang batas 
maksimal yang ditetapkan. Hal ini dinyatakan dalam Pasal 75 ayat (1) Undang-
undang Nomor 18 Tahun 2012 yaitu: “Setiap Orang yang melakukan Produksi 
Pangan untuk diedarkan dilarang menggunakan: bahan tambahan Pangan yang 
melampaui ambang batas maksimal yang ditetapkan; dan/atau bahan yang 
dilarang digunakan sebagai bahan tambahan Pangan”. 
Bahan tambahan pangan adalah bahan yang ditambahkan ke dalam 
pangan untuk mempengaruhi sifat atau bentuk pangan, antara lain, bahan 
pewarna, pengawet, penyedap rasa, anti gumpal, pemucat, dan pengental. 
Penggunaan bahan tambahan pangan dalam produk pangan yang tidak 
mempunyai risiko terhadap kesehatan manusia dapat dibenarkan karena hal 
tersebut memang lazim dilakukan. Namun, penggunaan bahan yang dilarang 
sebagai bahan tambahan pangan atau penggunaan bahan tambahan pangan 
secara berlebihan sehingga melampaui ambang batas maksimal tidak 
dibenarkan karena dapat merugikan atau membahayakan kesehatan manusia 
yang mengkonsumsi pangan tersebut. Bahan tambahan pangan yang dilarang 
antara lain asam borax (boric acid) dan senyawanya, sedangkan bahan 
tambahan pangan yang dibolehkan dengan ambang batas maksimal, antara lain, 
siklamat.  
Berdasarkan uraian di atas tergambar bahwa penggunaan bahan 
tambahan Pangan dalam produk Pangan yang tidak mempunyai risiko terhadap 
kesehatan manusia dapat dibenarkan karena lazim digunakan. Namun, 
penggunaan bahan tambahan Pangan yang melampaui ambang batas maksimal 
tidak dibenarkan karena merugikan atau membahayakan kesehatan manusia. 
Penggunaan bahan tambahan pangan (BTP) atau food additives sudah 
sangat meluas. Hampir semua industri pangan, baik industri besar maupun 
industri rumah tangga, dipastikan menggunakan BTP. Penggunaan BTP 
memang tidak dilarang asalkan bahan tersebut benar-benar aman bagi 
kesehatan manusia dan dalam dosis yang tepat. Pengawet merupakan salah 
satu jenis BTP yang paling banyak digunakan oleh produsen makanan. 
Penggunaan BTP dimaksudkan untuk mempertahankan kesegaran atau agar 
produk tahan lama, serta untuk memperbaiki rasa, aroma, penampilan fisik, dan 
warna. Beberapa pengawet yang termasuk antioksidan berfungsi mencegah 
makanan menjadi tengik akibat perubahan kimiawi. Namun, karena kurangnya 
pengetahuan tentang bahaya penggunaan BTP, para produsen makanan 
menggunakan BTP (pengawet) secara berlebihan. Bahan Tambahan yang 
Dilarang Digunakan dalam Makanan antara lain: 
1.  Asam Borat (Boric Acid) dan senyawanya. 
2.  Asam salisilat dan garamnya (Salicylic Acid and its Salt). 
3.  Dietilpirokarbonat (Diethylpirocarbonate DEPC). 
4.  Dulsin (Dulcin). 
5.  Kalium Klorat (Potassium Chlorate). 
6.  Khloramfenikol (Chloramphenicol). 
7.  Minyak nabati yang dibrominasi (Brominated Vegetable Oils). 
8.  Nitrofurazon (Nitrofurazone). 
9.  Formalin (Formaldehyde). 
10.Kalium Bromat (Potassium Bromate). 
Formalin merupakan salah satu pengawet yang akhir-akhir ini banyak 
digunakan dalam makanan, padahal jenis pengawet tersebut sangat berbahaya 
bagi kesehatan. Formalin merupakan larutan tidak berwarna, berbau tajam, 
mengandung formaldehid sekitar 37% dalam air, biasanya ditambahkan metanol 
10-15%. Selain Formalin yang juga sering digunakan dalam industri pangan baik 
industri besar maupun industri rumah tangga tangga termasuk di Kota Pontianak 
adalah Boraks. 
Penggunaan bahan berbahaya seperti boraks masih ditemukan di industri 
rumah. Alasan ekonomi sering dikemukakan oleh para pedagang yang 
menggunakan bahan ini. Padahal, jika dikonsumsi terus-menerus, boraks 
menyebabkan kerusakan hati, jantung, dan ginjal. Badan Pengawas Obat dan 
Makanan (BPOM) selama ini tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan 
penindakan terhadap malpraktik seperti ini. BPOM mengeluarkan izin 
pengedaran produk untuk industri besar. Sedangkan industri rumah tangga 
mendapatkan izin Dinas Kesehatan berupa perizinan tentang sertifikasi Produksi 
Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT).  
Mengenai sanksi terhadap pelanggaran larangan menggunakan bahan 
tambahan Pangan yang melampaui ambang batas maksimal yang ditetapkan 
dan/atau bahan yang dilarang digunakan sebagai bahan tambahan Pangan 
diatur dalam Pasal 136 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 yang 
menyatakan:  
“Setiap Orang yang melakukan Produksi Pangan untuk diedarkan yang dengan 
sengaja menggunakan: a. bahan tambahan Pangan melampaui ambang batas 
maksimal yang ditetapkan; atau b. bahan yang dilarang digunakan sebagai 
bahan tambahan Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (1) 
dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling 
banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)”. 
 
Walaupun sudah tersedia aturan hukum mengenai larangan 
menggunakan bahan tambahan Pangan yang melampaui ambang batas 
maksimal yang ditetapkan dan/atau bahan yang dilarang digunakan sebagai 
bahan tambahan Pangan, beserta sanksi yang dapat diterapkan terhadap 
pelaku, ternyata masih banyak pengusaha yang menggunakan bahan berbahaya 
dalam produk pangan pada industri pangan rumah tangga di Kota Pontianak 
belum dilakukan penegakan hukum. 
Berdasarkan data hasil pengawasan BBPOM tahun 2012-2014 terhadap 
sejumlah 72 (tujuh puluh dua) sampel mie dan tahu di Kota Pontianak,  58 (lima 
puluh delapan) sampel telah memenuhi ketentuan (tidak menggunakan BTP 
yang dilarang) dan 14 (empat belas) sampel masih tidak memenuhi ketentuan 
(menggunakan formalin). Seluruh sampel tersebut diambil di sarana produksi di 
sejumlah kecamatan di Kota Pontianak yaitu 15 (lima belas) sampel di 
Kecamatan Pontianak Selatan, 5 (lima) sampel di Kecamatan Pontianak 
Tenggara dan 52 (lima puluh dua) sampel Kecamatan Pontianak Timur.  
Uraian di atas menarik minat penulis untuk meneliti lebih lanjut dalam 
bentuk penelitian tesis dengan judul: PENEGAKAN HUKUM TERHADAP 
TINDAK PIDANA PENGGUNAAN BAHAN BERBAHAYA UNTUK PRODUKSI 
PANGAN INDUSTRI RUMAH TANGGA DI KOTA PONTIANAK 
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2012 TENTANG 
PANGAN. 
 
Rumusan Masalah 
Berdasarkan uraian pada Latar Belakang Penelitian, dirumuskan 
permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut : 
1. Faktor-faktor apa yang menjadi kendala sehingga dalam penegakan hukum 
terhadap ketentuan Pasal 136 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 belum 
efektif?  
2. Upaya-upaya hukum apa yang telah dilakukan oleh pemerintah dalam rangka 
mengefektifkan penegakan hukum terhadap Pasal 136 Undang-Undang 
Nomor 18 Tahun 2012? 
 
Pembahasan 
 
Faktor Yang Menjadi Kendala Dalam Penegakan Hukum Terhadap 
Ketentuan Pasal 136 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 
Masalah penegakan hukum merupakan suatu persoalan yang dihadapi 
oleh setiap masyarakat. Walaupun setiap masyarakat dengan karakteristiknya 
masing-masing memberikan corak permasalahan tersendiri di dalam kerangka 
penegakan hukumnya. Berfungsinya hukum sangatlah tergantung pada hubungan 
yang serasi antara hukum itu sendiri, penegak hukum, fasilitasnya dan 
masyarakat yang diaturnya. Kepincangan pada salah satu unsur, akan 
mengakibatkan bahwa seluruh sistem akan terkena pengaruh negatifnya. 
Ada suatu kecenderungan yang kuat dalam masyarakat, mematuhi 
hukum karena rasa takut terkena sanksi negatif apabila hukum tersebut dilanggar. 
Salah satu efek negatif adalah bahwa hukum tersebut tidak akan dipatuhi apabila 
tidak ada yang mengawasi pelaksanaannya secara ketat. Dimana peraturan tidak 
diawasi secara ketat, maka disitulah peluang untuk menerobosnya. 
Faktor petugas penegak hukum memainkan peranan penting dalam 
berfungsinya hukum. Kalau peraturan sudah baik, akan tetapi kualitas petugas 
kurang baik, maka akan ada masalah. Demikian pula sebaliknya, apabila 
peraturannya buruk sedangkan kualitas petugas baik, maka mungkin pula timbul 
masalah.  
Dalam konsep hukum represif yang berlandaskan pada hukum responsif 
menempatkan agar hukum memberikan sesuatu lebih dari sekedar keadilan 
prosedural. Hukum tersebut harus kompeten dan juga jujur; hukum tersebut harus 
memperhatikan kepentingan masyarakat dan mempunyai komitmen terhadap 
pencapaian keadilan yang substantif, realisme dan tradisi sosiologi.  
Penegakan hukum pidana merupakan pelaksanaan fungsi dan tugas dari 
aparat penegak hukum untuk menanggulangi kejahatan. Rumusan ini mengambil 
dari beberapa definisi mengenai penegakan hukum pidana, yang dirumuskan baik 
dalam arti  sempit maupun luas. Dalam arti sempit, penegakan hukum pidana 
hanya dilihat dari “cara kerja” aparat penegak hukumnya saja, sedangkan dalam 
arti luas meliputi kegiatan pembuatan peraturan perundang-undangan sampai 
dengan pelaksanaannya. 
Dalam memproduksi pangan, seringkali para pengusaha (produsen) 
menggunakan bahan tambahan pangan yang ditambahkan ke dalam pangan 
untuk mempengaruhi sifatatau bentuk pangan, antara lain, bahan pewarna, 
pengawet,penyedap rasa, anti gumpal, pemucat, dan pengental.Penggunaan 
bahan tambahan pangan dalam produk panganyang tidak mempunyai risiko 
terhadap kesehatan manusia dapatdibenarkan karena hal tersebut memang 
lazim dilakukan.Namun, penggunaan bahan yang dilarang sebagai 
bahantambahan pangan atau penggunaan bahan tambahan pangansecara 
berlebihan sehingga melampaui ambang batas maksimaltidak dibenarkan 
karena dapat merugikan atau membahayakankesehatan manusia yang 
mengkonsumsi pangan tersebut.Bahan tambahan pangan yang dilarang antara 
lain asam borax(boric acid), formalin dan senyawanya, sedangkan bahan 
tambahanpangan yang dibolehkan dengan ambang batas maksimal,antara lain, 
siklamat. 
Produksi pangan industri rumah tangga di Kota Pontianak seperti 
Bakso, teh es, kerupuk balado, kerupuk tepung, limun, tahu isi sering 
menggunakan bahan berbahaya berupa Borax, Formalin, Alt, MPN tokiform, 
dan siklamat (hasil wawancara dengan Kepala Seksi Kefarmasian dan 
Perbekelan Kesehatan Dinas Kesehatan Kota Pontianak dan Kasi Layanan 
Informasi Konsumen BBPOM Pontianak). Bahan berbahaya tersebut ada yang 
termasuk katagori bahan tambahan pangan yang dilarang antara lain asam 
boraxdan formalin, serta ada juga bahan tambahanpangan yang dibolehkan 
dengan ambang batas maksimal seperti siklamat. 
Banyaknya industri rumah tangga yang memproduksi pangan di Kota 
Pontianak diperlukan adanya pembinaan dan pengawasan yang ketat dari 
instansi yang berwenang. Pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh 
Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Pontianak berupa (hasil 
wawancara dengan Kasi LIK BBPOM Pontianak): 
a. Secara rutin melakukan penyuluhan kepada Industri Rumah Tangga Pangan 
(IRTP) di seluruh wilayah kabupaten/kota di Kalimantan Barat bekerja sama 
dengan dinas kesehatan kabupaten/kota. 
b. Melaksanakan pelatihan-pelatihan kepada petugas pembina IRTP 
dikabupaten/kota. 
c. Sebagai narasumber pada kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi lain. 
d. Melakukan inspeksi secara berkala terhadap sarana yang memproduksi 
produk yang sering ditemukan bahan berbahaya. 
e. Melakukan sampling pada sarana produksi maupun distribusi untuk 
dilakukan uji laboratorium kemudian dilakukan tindak lanjut. 
Hal yang sama juga dikemukakan oleh Kasi Keformasian dan Perbekkes 
Dinas Kesehatan Kota Pontianak (hasil wawancara) yang menyatakan bahwa 
pembinaan dan pengawasan yang dilakukan terhadap industri rumah tangga 
yang memproduksi pangan adalah memberi informasi mengenai penggunaan 
bahan tambahan pangan (BTP) yang aman, pada saat proses pemberiaan izin. 
Dari uraian di atas tergambar bahwa baik Dinas Kesehatan Kota 
Pontianak maupun Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Pontianak telah 
melakukan upaya pembinaan dan pengawasan terhadap industri rumah tangga 
yang memproduksi pangan sesuai dengan kewenangannya masing-masing, 
baik dengan melakukan/mensosialisasikan peraturan atau cara-cara produksi 
pangan yang baik bagi IRTP agar IRTP mampu menerapkannya, maupun 
dengan melakukan kunjungan/inspeksi terhadap IRTP dalam rangka pembinaan 
dan pengawasan. 
Walaupun pembinaan dan pengawasan terhadap industri rumah tangga 
yang memproduksi pangan sudah dilakukan oleh Dinas Kesehatan dan BBPOM 
Pontianak, namun masih terdapat beberapa industri rumah tangga yang 
memproduksi pangan dengan menggunakan bahan tambahan pangan yang 
dilarang dan/atau bahan tambahanpangan yang dibolehkan dengan ambang 
batas maksimal. Penegakan hukum terhadap pengusaha industri rumah tangga 
yang memproduksi pangan dengan menggunakan bahan tambahan pangan 
yang dilarang dan/atau bahan tambahanpangan yang dibolehkan dengan 
ambang batas maksimal dengan menerapkan ancaman sanksi pidana di dalam 
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 belum dilaksanakan dengan maksimal. 
Mengenai sanksi terhadap pelanggaran larangan menggunakan bahan 
tambahan Pangan yang melampaui ambang batas maksimal yang ditetapkan 
dan/atau bahan yang dilarang digunakan sebagai bahan tambahan Pangan 
diatur dalam Pasal 136 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 yang 
menyatakan: “Setiap Orang yang melakukan Produksi Pangan untuk diedarkan 
yang dengan sengaja menggunakan: a. bahan tambahan Pangan melampaui 
ambang batas maksimal yang ditetapkan; atau b. bahan yang dilarang digunakan 
sebagai bahan tambahan Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat 
(1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling 
banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)”. 
Pasal 75 ayat (1) Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012 menyatakan: 
“Setiap Orang yang melakukan Produksi Pangan untuk diedarkan dilarang 
menggunakan: bahan tambahan Pangan yang melampaui ambang batas 
maksimal yang ditetapkan; dan/atau bahan yang dilarang digunakan sebagai 
bahan tambahan Pangan”. 
Dari ketentuan di atas tergambar bahwa pemerintah telah berupaya untuk 
memberikan perlindungan kepada masyarakat (konsumen) dari bahaya Produksi 
Pangan menggunakan bahan tambahan Pangan yang melampaui ambang batas 
maksimal yang ditetapkan dan/atau bahan yang dilarang digunakan sebagai 
bahan tambahan Pangan. Ketentuan ini juga memberikan perlindungan bagi 
produsen agar tidak menggunakan bahan tambahan Pangan yang melampaui 
ambang batas maksimal yang ditetapkan dan/atau bahan yang dilarang 
digunakan sebagai bahan tambahan Pangan. 
Industri rumah tangga yang memproduksi pangan dengan menggunakan 
bahan tambahan pangan yang dilarang dan/ataumenggunakan bahan 
tambahanpangan yang melebihi dari ambang batas maksimal yang ditetapkan 
memenuhi unsur suatu tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 136 
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012, namun penegakan hukum (penerapan 
sanksi pidana) belum maksimal dilakukan, . 
Aparat penegak hukum yang melaksanakan penegakan hukum pidana 
bekerja dalam suatu peradilan pidana yang dilakukan secara bertahap mulai dari 
penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di muka sidang Pengadilan sampai dengan 
pelaksanaan putusan Pengadilan di Lembaga Pemasyarakatan. Kegiatan 
berkelanjutan ini merupakan suatu rangkaian kegiatan yang dilaksanakan oleh 
lembaga Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Lembaga Pemasyarakatan. Oleh 
karena itu, peradilan pidana sebagai suatu kegiatan merupakan suatu proses 
yang bertahap dan teratur dalam suatu rangkaian kegiatan (criminal justice as 
process). Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, dan Lembaga Pemasyarakatan 
merupakan lembaga-lembaga yang saling berhubungan antara satu dengan 
lainnya. Masing-masing lembaga tersebut mempunyai tugas, fungsi dan 
wewenang yang menempatkan kedudukannya dalam proses peradilan pidana. 
Kepolisian sebagai penyidik berada paling depan dalam menangani suatu perkara 
yang masuk, maka Kepolisian menempati posisi “sebagai penjaga pintu” (as a 
gate keeper), sedangkan Kejaksaan yang menangani tahap penuntutan untuk 
sampai pada pemeriksaan dimuka sidang Pengadilan, dianggap sebagai 
pemegang "kunci administrasi proses pidana” (the key administration office in 
processing of cases). 
Pelaksanaan peradilan pidana  tidak dapat menghindari tugas Kepolisian 
dan Kejaksaan saling berhubungan, maka mutlak perlu adanya kerja sama yang 
baik, harus ada koordinasi yang dilandasi tanggung jawab moral bersama. 
Kekuasaan Kepolisian, seberapa dapat harus menunjang tugas Kejaksaan, 
artinya tidak sekehendak hati menggunakan kekuasaan tersebut, sebaliknya 
antara kedua lembaga itu selalu diadakan konsultasi timbal balik. Masing-masing 
mengambil inisiatif positif saling bertemu untuk memecahkan persoalan-persoalan 
yang rumit dalam menangani satu perkara.  
Kepolisian dan Kejaksaan mempunyai hubungan antara lain diadakan 
melalui lembaga pra-penuntutan. Lembaga itu tidak berarti menempatkan 
Kejaksaan berada di atas Kepolisian, dan sebaliknya pula wewenang Kepolisian 
tidak berarti di atas Kejaksaan. Kepolisian dan Kejaksaan sama-sama merupakan 
serangkaian rantai-rantai (the series of chains) yang terkait dalam satu roda 
bergigi (chains of gear). Prapenuntutan, pada hakekatnya suatu tuntutan moral 
atau suatu jalur komunikasi, agar Kepolisian dan Kejaksaan untuk saling "tepo 
sliro", saling menghargai, bertenggangrasa akan tugas dan tanggung jawab 
masing-masing. 
Kepolisian dengan Pengadilan mempunyai hubungan dalam hal penyidik 
mengajukan permintaan untuk perpanjangan penahanan, meminta izin 
penggeledahan, penyitaan dan pemeriksaan surat. Jika Ketua Pengadilan tidak 
memberi izin atau menolak permintaan penyidik, maka penyidik harus berusaha 
memahami kebijaksanaan yang ditempuh oleh Pengadilan tersebut. 
Hubungan antara Kejaksaan dengan Pengadilan tampak pada 
pemeriksaan di muka persidangan. Jika Pengadilan berdasarkan pemeriksaannya 
beranggapan surat dakwaan tersebut tidak atau kurang benar, maka hakim dapat 
memberikan kesempatan kepada penuntut umum untuk memperbaikinya. 
Kejaksaan dalam hubungannya dengan Lembaga Pemasyarakatan  adalah 
orang yang ditugaskan melaksanakan putusan Pengadilan yang telah mempunyai 
kekuatan tetap dengan memasukkan orang yang telah dipidana ke Lembaga 
Pemasyarakatan (eksekusi). Dalam hal putusan Pengadilan berupa perampasan 
kemerdekaan, maka peranan hakim sebagai pejabat diharapkan juga 
bertanggungjawab atas putusan tersebut. Artinya ia harus mengetahui apakah 
putusan yang telah dijatuhkan olehnya dilaksanakan dengan baik oleh 
petugas-petugas yang berwenang yaitu, baik Kejaksaan maupun Lembaga 
Pemasyarakatan. 
Adanya pengawasan atas putusan yang dijatuhkan, maka tujuan 
pemidanaan antara lain usaha pengembalian eks terpidana ke masyarakat dapat 
dilaksanakan. Dengan demikian hubungan Pengadilan dengan Kejaksaan dan 
Lembaga Pemasyarakatan tampak lebih nyata melalui  lembaga pengawasan  
sebagai hal  yang baru dalam KUHAP.  Hal ini sekaligus diartikan pula tugas hakim 
dalam sistem peradilan pidana tidaklah berakhir pada saat putusan Pengadilan 
dijatuhkan, tapi juga terus berlanjut sampai tujuan pemidanaan atau tujuan sistem 
peradilan pidana tercapai, atau setidak-tidaknya sampai eks terpidana kembali 
kepada masyarakat sebagai anggota yang baik.Tugas hakim yang demikian ini, 
memberi manfaat agar ia dalam menjatuhkan pidana dapat mengetahui perilaku 
narapidana dalam lembaga dan pengaruhnya terhadap putusan yang telah ia 
berikan maupun ketika eks terpidana kembali pada masyarakat. 
Proses peradilan pidana seperti tersebut di atas belum berjalan 
terhadappengusaha yang menggunakan bahan berbahaya dalam produk 
pangan pada industri pangan rumah tangga di Kota Pontianak, karena proses 
penyidikan baik yang dilakukan oleh penyidik Polri maupun Penyidik Pegawai 
Negeri Sipil (PPNS) sebagai pintu masuk sistem peradilan pidana belum 
diterapkan secara maksimal, hal ini disebabkan karena berbagai pertimbangan 
(hasil wawancara dengan penyidik pada BBPOM Pontianak). Selain itu, Dinas 
Kesehatan maupun BBPOM Pontianak sesuai dengan kewenangannya 
berupaya untuk memberikan pembinaan dan pengawasan terhadap industri 
rumah tangga yang memproduksi pangan (hasil wawancara) dan mengingat 
skala indiustri rumah tangga merupakan golongan ekonomi lemah yang 
seharusnya juga mendapatkan perlindungan. 
Dari uraian di atas tergambar bahwa belum efektifnya penegakan hukum 
terhadap pengusaha yang menggunakan bahan berbahaya dalam produk 
pangan pada industri pangan rumah tangga di Kota Pontianak antara lain 
disebabkan kurangnya koordinasi dalam melakukan penegakan hukum. Di satu 
sisi aparat kepolisian tidak melakukan proses penyidikan karena tidak ada 
laporan dari masyarakat mengenai penggunaan bahan yang dilarang untuk 
digunakan sebagai bahan tambahan pangan atau menggunakan bahan 
tambahan pangan secara melampaui ambang batas maksimal yang ditetapkan 
atau tidak adanya laporan mengenai pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 136 
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012. 
Di sisi lain Dinas Kesehatan Kota Pontianak maupun BBPOM Pontianak 
hanya menjalankan kewenangan di bidang pembinaan dan pengawasan saja, 
sehingga berbagai pelanggaran yang terjadi terhadap penggunaan bahan yang 
dilarang digunakan sebagai bahan tambahan pangan atau menggunakan bahan 
tambahan pangan secara melampaui ambang batas maksimal yang ditetapkan 
hanya dilakukan pembinaan saja tidak diikuti dengan penegakan hukum berupa 
penerapan sanksi pidana. 
Menurut penulis terdapat mata rantai yang terputus dalam proses 
penegakan hukum terhadap penggunaan bahan yang dilarang digunakan 
sebagai bahan tambahan pangan atau menggunakan bahan tambahan pangan 
secara melampaui ambang batas maksimal yang ditetapkan, seharusnya 
pembinaan yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kota Pontianak dan BBPOM 
Pontianak dilakukan pada awal kegiatan usaha, namun apabila dalam 
pelaksanaan usaha industri rumah tangga tersebut melanggar ketentuan yang 
dilarang dalam Undang-undang Pangan, maka harus dilakukan penegakan 
hukum. Hal ini tentu saja dimulai dari pengawasan yang dilakukan oleh Dinas 
Kesehatan Kota Pontianak dan BBPOM Pontianak, jika dari hasil pengawasan 
ditemukan adanya pelanggaran maka dilakukan proses penyelidikan/penyidikan 
baik oleh PPNS maupun penyidik Polri. Penggunaan bahan yang dilarang 
digunakan sebagai bahan tambahan pangan atau menggunakan bahan 
tambahan pangan secara melampaui ambang batas maksimal yang ditetapkan 
tidak hanya dapat diterapkan dengan Undang-undang Pangan, tetapi juga dapat 
diterapkan ketentuan sanksi pidana yang terdapat dalam undang-undang 
tentang perlindungan konsumen. 
Perlunya penegakan hukum terhadap pengusaha yang menggunakan 
bahan berbahaya dalam produk pangan pada industri pangan rumah tangga di 
Kota Pontianak tidak hanya memberikan perlindungan terhadap pelaku usaha 
(produsen) tetapi juga untuk melindungi masyarakat (konsumen), karena pangan 
yang menggunakan bahan tambahan pangan yang dilarang atau menggunakan 
bahan tambahan pangan secara melampaui ambang batas maksimal yang 
ditetapkan sangat berbahaya bagi manusia yang mengkonsumsinya. 
Kata kejahatan berarti suatu perbuatan yang tercela dan berhubungan 
dengan hukum, dengan demikian tidak lain daripada perbuatan melanggar 
hukum. Perbuatan pidana adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan 
tata atau ketertiban yang dikehendaki oleh hukum. Syarat utama dari adanya 
perbuatan pidana adalah kenyataan bahwa adanya aturan yang dilanggar. 
Definisi di atas, jika dikaitkan dengan penggunaan bahan yang dilarang 
digunakan sebagai bahan tambahan pangan atau menggunakan bahan 
tambahan pangan secara melampaui ambang batas maksimal yang ditetapkan, 
makadapatlah dikatakan bahwa perbuatan  tersebut merupakan perbuatan 
melawan hukum, dan perbuatan tersebut berdampak bagi kesehatan masyarakat 
(konsumen). Hal ini didasarkan pada pendapat Roeslan Saleh yang mengatakan 
bahwa  “menurut wujud atau sifatnya, perbutan-perbuatan pidana ini adalah 
perbuatan-perbuatan yang melawan hukum. Perbuatan-perbuatan ini juga 
merugikan masyarakat, dalam arti bertentangan dengan atau menghambat 
terlaksananya tata dalam pergaualan masyarakat yang dianggap baik dan adil. 
Perbuatan pengusaha industri rumah tangga yang memproduksi pangan 
menggunakan bahan yang dilarang digunakan sebagai bahan tambahan pangan 
atau menggunakan bahan tambahan pangan secara melampaui ambang batas 
maksimal yang ditetapkandikatakan sebagai perbuatan melanggar hukum, 
karena dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 diatur mengenai larangan 
menggunakan bahan yang dilarang digunakan sebagai bahan tambahan pangan 
atau menggunakan bahan tambahan pangan secara melampaui ambang batas 
maksimal yang ditetapkan. 
Pasal 136 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 yang menyatakan: 
“Setiap Orang yang melakukan Produksi Pangan untuk diedarkan yang dengan 
sengaja menggunakan: a. bahan tambahan Pangan melampaui ambang batas 
maksimal yang ditetapkan; atau b. bahan yang dilarang digunakan sebagai 
bahan tambahan Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (1) 
dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling 
banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)”. 
        Pembentukan undang-undang dalam beberapa rumusan delik, juga 
merumuskan alasan penghapusan pidana yaitu keadaan khusus yang kalau 
dipenuhi, menyebabkan tidak dapat dijatuhkannya pidana alasan penghapusan 
pidana ini bisa dijadikan pegangan oleh hakim dalam memutus perkara.  
Hukum tidak hanya perlu diketahu saja, akan tetapi wajib dilaksanakan 
dan ditegakkan dan yang menjadi pertanyaan sekarang adalah siapakah yang 
wajib melaksanakan dan menegakkan hukum? Secara tegas jawabannya adalah 
“semua warga negara dengan tidak ada kecualinya wajib melaksanakan dan 
menegakkan hukum”.Akan tetapi di dalam pergaulan masyarakat tidak jarang 
terjadi pelanggaran hukum dimana orang secara sengaja ataupun karena 
kelalaiannya melakukan tindakan-tindakan yang melanggar ketentuan hukum yang 
mengakibatkan merugikan orang lain. Oleh sebab itu untuk menjamin agar supaya 
ketentuan hukum dapat ditegakkan diperlukan alat negara yang diserahi tugas dan 
tanggung jawab untuk menegakkan hukum dengan wewenang dan keadaan 
tertentu memaksakan agar ketentuan hukum ditaati, dan alat negara yang diserahi 
wewenang untuk menegakkan hukum itu sendiri harus bekerja secara tertib, tidak 
berbuat sewenang-wenang serta tetap menjunjung tinggi hak azazi warga negara. 
Oleh karena itu dalam rangka menegakkan hukum muncul persoalan yaitu: 
a.  Bagaimanakah upaya yang akan ditempuh agar ketentuan hukum dapat  
dilaksanakan sebagaimana ketentuannya. 
b.  Bagaimana agar pelaksana hukum dapat menjalankan fungsi dan wewenang 
masing-masing secara tertib. 
Agar supaya kedua hal tersebut di atas dapat diselenggarakan dengan 
mantap, maka dibuatlah ketentuan undang-undang tersendiri untuk mengaturnya 
ketentuan semacam ini dalam ilmu pengetahuan hukum disebut “hukum acara” dan 
hukum acara yang mengatur tentang tata cara penegakan hukum pidana lazim 
disebut hukum acara pidana yang dibuat dengan tujuan untuk dapat 
menyelenggarakan penegakan dan kepastian hukum untuk menghindari timbulnya 
tindakan main hakim sendiri didalam masyarakat yang bersifat sewenang-wenang. 
Hukum acara pidana itu merupakan salah satu bidang hukum yang sangat penting 
karena ketentuan-ketentuan secara langsung menyangkut kehidupan manusia dan 
masyarakat. Hukum acara pidana merupakan urat nadi bagi kehidupan masyarakat 
karena secara langsung mengatur tentang  tata cara melakukan penangkapan, 
panahanan, penyitaan benda dan sebagainya yang merupakan sumber bagi rasa 
aman, rasa tenteram serta penghargaan terhadap hak asasi manusia. Menyadari 
bahwa ketentuan untuk acara yang berlaku semenjak kemerdekaan Indonesia tidak 
memenuhi tuntutan perkembangan masyarakat maka diusahakanlah pembentukan 
hukum acara nasional yaitu hukum acara pidana yaitu UU Nomor 8 tahun 1981 
tetang hukum acara pidana dan bersamaan dengan  berlakunya undang-undang 
tersebut dengan tegas mencabut hukum acara pidana yang termuat dalam HIR, 
UU Nomor 1/Drt/1951, ketentuan-ketentuan lain yang sepanjang menyangkut 
hukum acara pidana. 
 Dengan lahirnya KUHAP yang sangat diharapkan adalah adanya 
perubahan sikap dan orientasi dalam pendekatan  terhadap tugas penegak hukum 
itu sendiri, penegakan hukum tidak lagi berorientasi pada penonjolan kekuasaan, 
melainkan pada kepentingan nasional yang lebih tinggi yaitu melalui penegakan 
hukum, mendidik warga negara agar mampu menghayati kewajiban dan hak-hak 
yang diberikan oleh hukum serta berani memperjuangkan harkat martabatnya 
sebagai umat manusia. 
Selanjutnya apakah perbuatan menggunakan bahan tambahan 
Pangan yang melampaui ambang batas maksimal yang ditetapkan 
dan/atau bahan yang dilarang digunakan sebagai bahan tambahan 
Pangan dapat dibenarkan atau dipersalahkan secara hukum, maka perlu 
untuk mengkajinya dengan beberapa asas yang terdapat dalam doktrin 
hukum pidana, antara lain menyangkut: 
1. Asas Legalitas 
Dalam substansi Hukum Pidana ada 3 (tiga) pokok pikiran yang 
sangat mendasar yakni : Nulla poena sine lege, Nulla poena sine 
crimine, dan Nullum crimen sine poena legali, yang dirumuskan dengan 
sangat baik oleh Anselm van Veuerbach yang disebut “Nullum Delictum 
Nulla Poena Sine Praevia Lege Poenale” yang diadaptasikan dalam 
pasal 1 KUHP yang berbunyi “Tidak ada satu perbuatan yang dapat 
dipidana kecuali atas kekuatan undang-undang pidana yang ada 
sebelum perbuatan itu dilakukan”, secara umum disebut dengan Asas 
Legalitas (Legaliteit Beginsel). 
Dari rumusan asas legalitas ini tersirat 7 (tujuh) substansi hukum 
pidana, dimana yang satu dengan yang lainnya dapat dibedakan, 
namun tidak dapat dipisah-pisahkan, yakni : 
a. Tidak dapat dipidana kecuali berdasarkan ketentuan pidana menurut 
undang-undang, 
b. Tidak ada penerapan undang-undang pidana berdasarkan analogi, 
c. Tidak dapat dipidana hanya berdasarkan kebiasaan, 
d. Tidak boleh ada perumusan delik yang kurang jelas, 
e. Tidak ada ketentuan berlaku surut dari undang undang pidana, 
f. Tidak ada pidana lain kecuali yang ditentukan undang-undang, 
g. Penuntutan pidana hanya menurut cara yang ditentukan undang-
undang. 
Dari 7 (tujuh) aspek diatas ada beberapa yang perlu dikaji secara 
doktrinial sehubungan dengan terjadinya perbuatan berupa 
“menggunakan bahan tambahan Pangan yang melampaui ambang 
batas maksimal yang ditetapkan dan/atau bahan yang dilarang 
digunakan sebagai bahan tambahan Pangan”, antara lain aspek : 
1. Tidak dapat dipidana kecuali berdasarkan ketentuan pidana  
menurut undang-undang. 
Untuk menyatakan apakah perbuatan seseorang/pengusaha 
industrirumah tangga yang menggunakan bahan tambahan Pangan yang 
melampaui ambang batas maksimal yang ditetapkan dan/atau bahan yang 
dilarang digunakan sebagai bahan tambahan Pangan merupakan 
perbuatan pidana atau bukan, maka harus dilihat dari 
laranganmenggunakan bahan tambahan Pangan yang melampaui 
ambang batas maksimal yang ditetapkan dan/atau bahan yang dilarang 
digunakan sebagai bahan tambahan Pangan sebagaimana dinyatakan 
dalam Pasal 75 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 yaitu: 
“Setiap Orang yang melakukan Produksi Pangan untuk diedarkan dilarang 
menggunakan: bahan tambahan Pangan yang melampaui ambang batas 
maksimal yang ditetapkan; dan/atau bahan yang dilarang digunakan 
sebagai bahan tambahan Pangan”.. 
Dengan demikian perbuatan seseorang/pengusaha yang 
menggunakan bahan tambahan Pangan yang melampaui ambang 
batas maksimal yang ditetapkan dan/atau bahan yang dilarang 
digunakan sebagai bahan tambahan Pangan merupakan suatu 
perbuatan pidana. Ancaman sanksinya terdapat dalam Pasal 136 
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012yang menyatakan “Setiap 
Orang yang melakukan Produksi Pangan untuk diedarkan yang 
dengan sengaja menggunakan: a. bahan tambahan Pangan 
melampaui ambang batas maksimal yang ditetapkan; atau b. bahan 
yang dilarang digunakan sebagai bahan tambahan Pangan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (1) dipidana dengan 
pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak 
Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)”. 
2. Tidak ada penerapan undang-undang secara Analogi. 
Bahwa apakah ditemukan adanya penerapan undang-undang 
secara analogi terlebih dahulu dikaji apakah ada rumusan pasal-
pasal dari ketentuan hukum pidana yang dianalogikan? Penegak 
hukum dalam menangani kasus menggunakan bahan tambahan 
Pangan yang melampaui ambang batas maksimal yang ditetapkan 
dan/atau bahan yang dilarang digunakan sebagai bahan tambahan 
Panganberpedoman kepada ketentuan undang-undang pangan 
yang merujuk pada ketentuan Pasal 136Undang-Undang Nomor 18 
Tahun 2012, dengan perkataan lain bahwa penggunaan tafsir 
analogi tidak ditemukan dalam penanganan kasus ini. 
 
3. Tidak boleh ada perumusan delik yang kurang jelas. 
Maksudnya disini adalah bahwa setiap rumusan ketentuan hukum 
pidana harus memiliki unsur lex certa, dalam bahasa Inggris disebut 
dengan clear law, artinya sesuatu ketentuan hukum pidana harus 
jelas, terang serta tidak mendua, tujuannya adalah agar:  
a. Menjadi pegangan bagi warga masyarakat dalam memilih tingkah 
lakunya, 
b. Memberikan kepastian kepada penguasa mengenai batas-batas 
kewenangannya. 
Akan tetapi sudah pasti bahwa tidak mungkin dapat dirumuskan 
semua kelakuan yang patut dipidana secara cermat didalam 
undang-undang, sebab aturan yang terlalu mendetail justru dalam 
aplikasinya akan menjadi rigit dan sulit untuk terapkan, namun 
sebaliknya rumusan ketentuan hukum pidana yang terlalu banyak 
memberikan ruang pada interpretasi akan membuat aturan hukum 
tersebut akan menjadi obscuur. Dikaitkan dengan perbuatan 
menggunakan bahan tambahan Pangan yang melampaui ambang 
batas maksimal yang ditetapkan dan/atau bahan yang dilarang 
digunakan sebagai bahan tambahan Pangansebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 75 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012, 
maka jelas perbuatan tersebut merupakan perbuatan pidana.  
Penerapan hukum secara parsial dapat membuat substansi “lex 
certa” menjadi lemah dan akhirnya menjadi sesuatu hal yang selalu 
diperdebatkan, bahkan sering dijadikan alasan hukum (argumentasi 
yuridis) bagi pelaku, terutama oleh penasehat hukum dengan dalih 
akan menyatakan bahwa dakwaan adalah  “obscuur libelm”. 
4. Tidak ada kekuatan surut dari undang-undang pidana. 
Paralel dengan substansi dalam poin pertama diatas, maka dalam 
doktrin hukum pidana dilarang keras untuk memberlakukan undang-
undang secara retroaktif, tidak saja mengenai undang-undang itu 
sendiri tetapi juga mengenai penerapan pasal-pasal ketentuan 
hukum pidananya. Dalam kaitannya dengan perbuatan 
menggunakan bahan tambahan Pangan yang melampaui ambang 
batas maksimal yang ditetapkan dan/atau bahan yang dilarang 
digunakan sebagai bahan tambahan Pangan tidak hanya diatur 
dalam Undang-undang Pangan Nomor 18 Tahun 2012 tetapi 
ketentuan yang sama juga sudah diatur dalam Undang-Undang 
Nomor 7 Tahun 1996, maka penerapan ketentuan tersebut bukan 
retroaktif atau tidak berlaku surut. 
 
2. Kajian tentang Unsur-unsur Tindak pidana. 
 
Disamping beberapa substansi dari 7 (tujuh) aspek yang tersirat 
dalam asas legalitas, perlu juga dikaji unsur-unsur tindak pidana yang 
dapat dikaitkan dengan perbuatan menggunakan bahan tambahan 
Pangan yang melampaui ambang batas maksimal yang ditetapkan 
dan/atau bahan yang dilarang digunakan sebagai bahan tambahan 
Pangan, antara lain : 
- Unsur yang terdapat dalam undang-undang, dan 
- Unsur yang terdapat diluar undang undang. 
Secara logis apakah suatu perbuatan sudah memenuhi unsur-
unsur tindak pidana para penegak hukum pada dasarnya akan selalu 
bersandar kepada bagaimana undang-undang merumuskannya, 
dengan perkatan lain begitu ketentuan hukum mengatakan demikian 
maka demikianlah adanya, itulah sebabnya sering timbul anggapan 
bahwa penegak hukum pada umumnya digolongkan pada kelompok 
penganut paham “legalistik”, padahal sesungguhnya masih ada unsur-
unsur lain diluar ketentuan hukum pidana yang sudah ada yang pada 
hakekatnya tidak bisa dipisahkan dengan sesuatu perbuatan yang 
sudah terjadi, contoh sederhana adalah tentang nilai-nilai keadilan, 
itulah sebabnya para ahli hukum dan filosof selalu mengatakan agar 
“penegak hukum (baca : hakim) diharapkan tidak semata-mata 
menegakkan hukum (rechts toepassing)  tetapi juga harus mampu 
“menciptakan hukum (rechts finding), didalam aplikasi hukum harapan 
ini masih sungguh sulit untuk diwujudnyatakan, walaupun mungkin ada 
usaha-usaha penegak hukum untuk itu. 
Sudah menjadi ketentuan dogmatik bahwa suatu perbuatan yang 
tidak termasuk dalam rumusan tindak pidana tidak dapat dijatuhi 
pidana, namun tidaklah berarti bahwa setiap perbuatan yang  telah 
disebut dalam rumusan tindak pidana “selalu” harus dijatuhi pidana, 
untuk hal ini  diperlukan 2 (dua) syarat yakni: 
- Apakah perbuatan itu bersifat melawan hukum? dan 
- Apakah perbuatan itu tercela (dapat dicelakan)? 
Mengenai apakah perbuatan terdakwa merupakan perbuatan 
yang bersifat melawan hukum? maka harus dikembalikan kepada 
pengertian dari sifat melawan hukum (wederrechtelijk) itu sendiri. 
Secara doktrin ada 4 (empat) bentuk sifat melawan hukum yakni 
“formeel  wederrechtelijk (sifat melawan hukum formil), materieel 
wederrechtelijk (sifat melawan hukum materil), generalee 
wederrechttelijk (sifat melawan hukum umum) dan speciale 
wederrechtelijk (sifat melawan hukum khusus)”, oleh karena itu harus 
diuji  termasuk perbuatan yang bersifat melawan hukum manakah 
perbuatan yang dilakukan oleh pelaku/pengusaha? dan bagaimana 
Undang-Undang Panagan merumuskan sifat melawan hukum 
dimaksud? Untuk membuktikan unsur ini harus diingat bahwa sifat 
melawan hukum itu meliputi keseluruhan unsur yang tertulis dalam 
rumusan tindak pidana dan harus dibuktikan. 
Selanjutnya mengenai apakah perbuatan itu tercela, unsur ini 
adalah unsur yang berada diluar ketentuan undang-undang akan tetapi 
melekat pada nilai “jahat’ dari perbuatan itu atau merupakan suatu 
unsur yang turut menentukan apakah sesuatu perbuatan dapat 
dicelakan terhadap pelakunya, sehingga atas perbuatan itu ia 
(seseorang itu) patut dipersalahkan dan untuk selanjutnya menjadi 
sesuatu yang harus dipertanggungjawabkan kepada sipelakunya, 
Mengenai sifat “dapat dicelakan” bisa dilihat dari 2 (dua) aspek, 
pertama dari aspek sosiologis, bahwa perbuatan itu merupakan suatu 
perbuatan yang erat hubungannya dengan kebutuhan primer yang 
bersangkutan yakni upaya pemenuhan kebutuhan hidup, dalam hal ini 
perbuatan menggunakan bahan tambahan Pangan yang melampaui 
ambang batas maksimal yang ditetapkan dan/atau bahan yang dilarang 
digunakan sebagai bahan tambahan Panganbertentangan dengan 
ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 
2012. Dari sudut pandang ini maka dapat dikatakan bahwa perbuatan 
terdakwa tepat untuk dicelakan. 
Kedua, dari aspek yuridis bahwa  perbuatan menggunakan 
bahan tambahan Pangan yang melampaui ambang batas maksimal 
yang ditetapkan dan/atau bahan yang dilarang digunakan sebagai 
bahan tambahan Panganadalah perbuatan yang dapat dicelakankarena 
perbuatan tersebut membahayakan masyarakat (konsumen), dengan 
demikian perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut  secara 
yuridis formal telah mengandung sifat melawan hukum 
(wederrechtelijk), perbuatan itu disebut  “wederrechtelijk-heid”.  
 
3. Asas Culpabilitas 
Membicarakan asas culpabilitas tentu saja erat hubungannya 
dengan adagium dalam hukum pidana yang mengatakan “Geen straf 
zonder schuld (tiada penghukuman tanpa kesalahan)”. Dalam 
hubungannya dengan perbuatan menggunakan bahan tambahan 
Pangan yang melampaui ambang batas maksimal yang ditetapkan 
dan/atau bahan yang dilarang digunakan sebagai bahan tambahan 
Pangan, apakah perbuatan dimaksud merupakan suatu kesalahan? 
Suatu hal yang penting harus diingat adalah bahwa yang dimaksud 
sebagai kesalahan dalam konteks ini adalah kesalahan yuridis, artinya 
apakah kesalahan itu merupakan suatu Opzet atau Culpa. Dalam kajian 
dogmatik maka perbuatan menggunakan bahan tambahan Pangan 
yang melampaui ambang batas maksimal yang ditetapkan dan/atau 
bahan yang dilarang digunakan sebagai bahan tambahan Pangan 
adalah kesalahan “sengaja” (Dolus = Opzet)”, bahkan dapat dikatakan 
bahwa kesalahan itu adalah “kesengajaan Oogmerk (sebagai tujuan)”. 
Oleh karena sengaja disini sebagai tujuan maka apapun yang menjadi 
alasan, halangan atau larangan bisa menjadi terkesampingkan karena 
kesengajaan yang dimiliki oleh seseorang/pengusaha sudah menjadi 
tujuan utama, yakni menggunakan bahan tambahan Pangan yang 
melampaui ambang batas maksimal yang ditetapkan dan/atau bahan 
yang dilarang digunakan sebagai bahan tambahan Pangan, dan 
kesalahan yang terjadi ini sudah merupakan kesalahan yuridis. Dengan 
demikian atas kesalahan dimaksud maka pelaku perbuatan harus 
dipertanggungjawabkan. 
 
4. Tujuan Pemidanaan. 
Sebagaimana dikatakan oleh Roeslan Saleh, bahwa perlu 
tidaknya hukum pidana tidak terletak pada persoalan tujuan-tujuan yang 
hendak dicapai, tetapi terletak pada persoalan seberapa jauh untuk 
mencapai tujuan itu boleh menggunakanpaksaan, dengan demikian 
didalam menerapkan hukum aspek penggunaan paksaan bukanlah 
suatu hal yang diinginkan oleh tujuan pemidanaan, melainkan aspek 
faktuallah yang harus dikaji melalui hukum pembuktian untuk 
mendapatkan fakta hukum bahwa sesungguhnya perbuatan apa yang 
terjadi itu, dan jika sudah terbukti maka harus dikaji juga pidana apa 
yang paling tepat untuk dikenakan kepada pelaku demi terwujudnya 
tujuan pemidanan yang adil dan manusiawi, dengan perkataan lain 
sudah tepatkah perbuatan seseorang/pengusaha yang secara formal 
telah menggunakan bahan tambahan Pangan yang melampaui ambang 
batas maksimal yang ditetapkan dan/atau bahan yang dilarang 
digunakan sebagai bahan tambahan Pangan. 
Barda Nawawi Arief  berpendapat banyaknya tujuan-tujuan pidana 
berinduk pada satu tujuan yaitu perlindungan masyarakat untuk mencapai 
kesejahteraan masyarakat. Tujuan ini merupakan tujuan umum, yang 
merupakan induk dari keseluruhan pendapat atau teori-teori mengenai tujuan 
pidana. Dengan kata lain, keseluruhan perincian atau pengidentifikasian dari 
tujuan umum ini. 
Didasari bahwa hukum pidana adalah merupakan hukum yang 
mengatur tentang macam perbuatan apa yang dilarang, siapa yang 
melakukannya dan apa akibat hukum yang dikenakan bagi siapa yang 
melanggar, maka dihubungkan juga dengan sifat pidana yang merupakan 
pemberian penderitaan di mana penderitaan harus dijatuhkan kepada siapa 
yang melanggar kaidah-kaidah hukum pidana yang telah ditetapkan 
terdahulu, maka banyak yang mempertanyakan dasar hukum penguasa untuk 
menyatuhkan pidana kepada pelanggar ketentuan hukum pidana. Padahal 
peraturan-peraturan tersebut oleh penguasa justru untuk melindungi 
kepentingan hukum warganya. 
5. Asas Perlindungan 
Sebagaimana diketahui bahwa sekalipun hukum pidana 
merupakan ultimum remedium, namun didalam hukum pidana itu pun 
ada fungsi perlindungan (human protection), namun harus diakui bahwa 
di Indonesia melalui berbagai perundang-undangan hukum pidana 
masih kurang mewujudnyatakan fungsi ini, kalaupun sudah ada dalam 
berbagai formulasi hukum akan tetapi masih cukup langka didalam 
fungsi aplikasi hukum. Itulah sebabnya di dunia perguruan tinggi di 
Indonesia semakin berkembang mata kuliah Victimologi, termasuk pula 
disana dengan apa yang disebut “generalee victimologi”, oleh karena itu 
sudah seyogianya aparat penegak hukum didalam mengemban tugas 
dan fungsinya  diharapkan tetap memberikan aspek perlindungan 
hukum dimaksud, caranya dengan selalu membuat perimbangan antara 
penegakan hukum dengan perlindungan hukum, memberi kesempatan 
kepada para warga untuk melakukan pembelaan diri melalui proses 
pemeriksaan, dan inilah yang sulit bagi aparatur penegak hukum yang 
cenderung legalistik itu, namun diharapkan agar aparat penegak hukum 
mampu mewujudkan asas ini melalui sikap yang semakin objektif dalam 
melaksanakan serta menila suatu permasalahan hukum atau kasus, 
sehingga perlu ditelaah pendapat J.E. Sahetapy yang  mengatakan 
bahwa “Pemidanaan sebaiknyabertujuan pembebasan, yang bermakna 
bahwapembebasan menghendaki agar sipelaku bukan saja harus 
dibebaskan dari alam pikiran yang jahat dan keliru, melainkan ia harus 
pula dibebaskan dari kenyataan sosial dimana ia terbelenggu. 
 
6. Asas Pertanggungjawaban Pidana (Responsibility) 
Di Indonesia dikenal ada dua teori pertanggungjawaban, yang pertama 
teori monisme yang berpendapat bahwa dimana seseorang yang melakukan 
tindak pidana, maka ia sudah dapat dipidana, yang kedua mengatakan bahwa 
sekalipun seseorang melakukan tindak pidana namun belum mencukupi 
untuk di pidana, karena masih harus disertai terpenuhinya syarat-syarat 
pertanggungjawaban pidana, kedua teori ini tidak secara tegas dianut dalam 
aturan perundang-undangan pidana Indonesia, sehingga dalam aplikasi 
hukum pun terdapat dua pemahaman yang terus melekat. Akan tetapi 
bagaimana pun kedua teori itu dibedakan dilihat dari tujuan akhirnya maka 
akan bermuara kepada apakah seseorang itu patut dipidana atau tidak, 
semuanya bermuara pula kepada hasil penerapan hukum pembuktian, baik 
itu teori monisme maupun dualisme, yang jelas seseorang 
dipertanggungjawabkan adalah sebatas kesalahannya, sebab di Indonesia 
secara teoritis menganut paham pertanggungjawaban sampai suatu batas 
tertentu, demikian pula dengan perbuatan seseorang perlu diuji sampai 
dimana kesalahan (Schuld) yang telah dilakukannya sehingga patut untuk 
dipertanggungjawabkan. 
Jika kesalahan terdakwa sebagai “Opzet berupa oogmerk” maka perlu 
dikaji apakah yang menjadi tujuan mereka disana? jika tujuan terdakwa 
berupa menggunakan bahan tambahan Pangan yang melampaui ambang 
batas maksimal yang ditetapkan dan/atau bahan yang dilarang digunakan 
sebagai bahan tambahan Pangan, maka kesalahan mereka sangat jelas dan 
sepatutnya untuk dipertanggungjawabkan. 
Uraian di atas menggambarkan mengenai proses penentuan atau 
kualifikasi suatu tindak pidana dalam hubungannya dengan menggunakan 
bahan tambahan Pangan yang melampaui ambang batas maksimal yang 
ditetapkan dan/atau bahan yang dilarang digunakan sebagai bahan tambahan 
Pangan sebagaimana diatur dalam undang-undang Nomor 18 Tahun 2012. 
Terdapat beberapa kendala dalam pembinaan dan pengawasan yang 
dilakukan instansi terkait, antara lain (Hasil wawancara dengan Kasi LIK 
BBPOM Pontianak dan Kasi Keformasian dan Perbekkes Dinas Kesehatan 
Kota Pontianak): 
1. Kurangnya pengawasan karena terbatasnya anggaran; 
2. Ketidaktahuan IRTP akan informasi yang berkembang terkait IRTP, dan pemilik 
sering melimpahkan kepada karyawan/pegawainya tanpa mau ikut terlibat 
sehingga mempersulit penerapan cara produksi pangan yang baik untuk 
IRTP. 
3. Melakukan pembinaan terhadap IRPT jika memang tidak mengetahui. 
4. Menginformasikan bahan tambahan yang boleh dipergunakan dalam 
pangan. 
5. Memberikan rekomendasi ke dinas kesehatan agar ijin IRTP dicabut. 
6. Memberikan tindakan pro justisia. 
7. Pemeriksaan laboratoriumuntuk pangan yang dicurigai BTP nya untuk 
pemilik. 
8. Memberikan Pembinaan, namun karena anggaran terbatas untuk deteksi 
BTP, maka belum ada IRTP yang di cabut izin karena penggunaan BTP 
yang membahayakan kesehatan. 
Berdasarkan uraian di atas tergambar bahwa instansi yang berwenang 
menghadapi berbagai kendala dalam melakukan pembinaan dan 
pengawasan kegiatan usaha industri rumah tangga yang memproduksi 
pangan dengan menggunakan bahan tambahan pangan. Kendala dalam 
melakukan pembinaan dan pengawasan tersebutberpengaruh dalam 
melakukan penegakan hukum, namun demikian instansi yang berwenang 
dalam melakukan pembinaan dan pengawasan tersebut menyatakan bahwa 
terhadap Industri rumah tangga yang memproduksi pangan menggunakan 
bahan tambahan pangan yang melampaui ambang batas maksimal yang 
ditetapkan dan/atau bahan yang dilarang digunakan sebagai bahan tambahan 
pangan harus dikenakan ancaman sanksi pidana sebagaimana diatur dalam 
Undang-Undang Nomor 18 tahun 2012, yaitu penerapan sanksi hukum 
pidana dapat diterapkan terhadap IRTP yang menggunakan bahan tambahan 
pangan jika sudah berulang melakukan tindakan tersebut, namun sebagai 
tindakan awal hendaknya dilakukan pembinaan terlebih dahulu(Hasil 
wawancara dengan Kasi LIK BBPOM Pontianak dan Kasi Keformasian dan 
Perbekkes Dinas Kesehatan Kota Pontianak). 
Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya bahwa penegakan hukum 
terhadap ketentuan Pasal 136 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012di Kota 
Pontianak belum efektif, hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu 
(rangkuman hasil wawancara dengan responden): 
1. Sanksi yang diberikan baik pembinaan, pengawasan maupun tindakan pro 
justisia belum memberikan efek jera. 
2. Belum ada jenjang yang solid antar instansi pembina dan pengawas (Dinas 
Kesehatan dan Balai Pengawas Obat dan Makanan). 
3. Anggaran untuk deteksi cepat Bahanm Tambahan Pangan belum 
memadai. 
4. Fasilitas laboratorium untuk melakukan pemeriksaan semua BTP belum 
lengkap danbiayanya mahal. 
5. Pelaku industri makanan lebih menguasai pasar sehingga instansi terkait 
kesulitan untuk mengawasi (luasnya wilayah). 
6. Pengetahuan masyarakat tentang BTP terbatas. 
7. Efek dari BTP memerlukan proses panjang dan lama terhadap kesehatan, 
sehingga masyarakat tidak terlalu memperhatikan pangan yang 
dijual/dikonsumsi. 
Berdasarkan uraian di atas tergambar bahwa terdapat beberapa faktor 
yang menyebabkan sanksi pidana yang terdapat dalam Pasal 136 Undang-
Undang Nomor 18 Tahun 2012 belum dapat diterapkan terhadap pengusaha 
yang menggunakan bahan tambahan Pangan yang melampaui ambang batas 
maksimal yang ditetapkan dan/atau bahan yang dilarang digunakan sebagai 
bahan tambahan Pangan. Dari beberapa faktor di atas terlihat bahwa instansi 
yang berwenang lebih mengedepankan penyelesaian secara hukum 
administrasi dibandingkan dengan hukum pidana, dan yang paling menonjol 
adalah instansi yang berwenang lebih cenderung memberikan pembinaan 
dibandingkan dengan menerapkan sanksi pidana, selain itu keterbatasan 
sarana prasarana penunjang (seperti laboratorium) ikut berpengaruh dalam 
proses penegakan hukum. 
 
Upaya Hukum Yang Dilakukan Dalam Mengefektifkan Penegakan Hukum 
Terhadap Pasal 136 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 
Usaha dan kebijakan untuk membuat peraturan hukum pidana yang baik 
pada hakikatnya tidak dapat dilepaskan dari tujuan penanggulangan kejahatan. 
Jadi, kebijakan atau politik hukum pidana juga merupakan bagian dari politik 
kriminal. Dengan perkataan lain, dilihat dari sudut politik kriminal, maka politik 
hukum pidana identik dengan pengertian “kebijakan penanggulangan kejahatan 
dengan hukum pidana”. 
Usaha penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana pada 
hakikatnya juga merupakan bagian dari usaha penegakan hukum (khususnya 
penegakan hukum pidana). Oleh karena itu, sering pula dikatakan, bahwa politik 
atau kebijakan hukum pidana juga merupakan bagian dari kebijakan penegakan 
hukum (Law enforcement policy). 
Di samping itu, usaha penanggulangan kejahatan lewat pembuatan 
undang-undang (hukum) pidana pada hakikatnya juga merupakan bagian integral 
dari usaha perlindungan masyarakat (social defence) dan usaha mencapai 
kesejahteraan masyarakat (social welfare). Oleh karena itu, wajar pulalah apabila 
kebijakan atau politik hukum pidana juga merupakan bagian integral dari 
kebijakan atau politik sosial (social policy). Kebijakan sosial (social policy) dapat 
diartikan sebagai segala usaha yang rasional untuk mencapai kesejahteraan 
masyarakat dan sekaligus mencakup perlindungan masyarakat. Jadi, di dalam 
pengertian “social policy”, sekaligus tercakup di dalamnya “social welfare policy” 
dan “social defence policy”. 
Selain kondisi di atas, dalam melakukan penegakan hukum pidana  
aparat juga sering mendapat tekanan dari berbagai pihak, baik melalui telepon, 
ancaman secara langsung, melalui media masa maupun dengan melakukan 
unjuk rasa/pengerahan masa. Penyelesaiannya dilakukan melalui musyawarah 
dengan cara-cara yang lebih persuasif. 
Penegakan hukum pidana sebaiknya diartikan secara luas, baik yang 
bersifat preventif maupun yang represif (yang dimulai dengan penyelidikan, 
penyidikan sampai pada penerapan sanksi pidana). Namun patut disadari bahwa 
penegakan hukum pidana sangat rumit. Satjipto Rahardjo dengan pendekatan 
sosiologis mengatakan, penegakan hukum sudah dimulai pada saat peraturan 
hukumnya dibuat atau diciptakan. Penegakan hukum adalah suatu proses untuk 
mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. Yang dimaksud 
dengan keinginan-keinginan hukum di sini tidak lain adalah pikiran-pikiran badan 
pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan-peraturan hukum 
itu. Perumusan pikiran pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam 
peraturan hukum akan turut menentukan bagaimana penegakan hukum itu 
dijalankan. Secara sosiologis, maka pembicaraan selalu dihubungkan dengan 
kenyataan yang dihadapi dalam proses penegakan hukum itu. Dalam kenyataan, 
proses penegakan hukum itu memuncak pada pelaksanaannya oleh para pejabat 
penegak hukum itu sendiri. 
Dalam kaitanya dengan penegakan hukum terhadap penggunaan bahan 
tambahan Pangan yang melampaui ambang batas maksimal yang ditetapkan 
dan/atau bahan yang dilarang digunakan sebagai bahan tambahan Pangan, 
maka lembaga-lembaga penegak hukum berusaha semaksimal mungkin untuk 
mewujudkan hukum dalam kenyataan. Namun tidak semua keinginan dapat 
terwujud, artinya dalam melakukan penegakan hukum tidak semua keinginan 
dapat terealisasikan. Sebagaiman telah penulis gambarkan pada bagian 
terdahulu bahwa penegakan hukum/penggenaan sanksi pidana terhadap 
terhadap penggunaan bahan tambahan Pangan yang melampaui ambang batas 
maksimal yang ditetapkan dan/atau bahan yang dilarang digunakan sebagai 
bahan tambahan Panganyang belum efektif dipengaruhi berbagai faktor, namun 
demikian upaya penegakan hukum harus tetap dijalankan. 
Masyarakat sangat mendukung agar aparat penegak hukum melakukan 
penegakan hukum terhadap penggunaan bahan tambahan Pangan yang 
melampaui ambang batas maksimal yang ditetapkan dan/atau bahan yang 
dilarang digunakan sebagai bahan tambahan Pangan sepanjang yang dilakukan 
sesuai dengan aturan dan prosedur yang berlaku, karena hal itu dalam rangka 
perlindungan masyarakat (rangkuman hasil wawancara dengan responden). 
Upaya yang dilakukan oleh instansi terkait dalam mendukung 
penegakan hukum terhadap industri rumah tangga yang memproduksi pangan 
dengan menggunakan bahan tambahan pangan yang melampaui ambang bats 
maksimal yang ditetapkan dan/atau bahan yang dilarang digunakan sebagai 
bahantambahan pangan sebagaimana diatur dalam undang-undang nomor 18 
tahun 2012 adalah dengan memberikan informasi bahan yang boleh dan tidak 
boleh digunakan pada pangan melalui berbagai forum, misalnya penyuluhan, 
kampanye, pameran, dan lain-lain. Seharusnya IRTP tidak lagi menggunakan 
bahan tambahan pangan yang dilarang, namun menggunakan bahan tambahn 
pangan yang diperbolehkan (hasil wawancara dengan Kasi LIK BBPOM 
Pontianak). Kemudian mendorong instansi terkait (Dinas Kesehatan dan 
BBPOM) untuk secara ketat mengawasi produksi dan peredaran pangan yang 
menggunakan bahan tambahan pangan termasuk menyediakan sarana 
prasarana untuk mengujinya (laboratorium) agar dapat diketahui secara pasti 
pelanggaran yang dilakukan (hasil wawancara dengan penyidik pada Polresta 
Pontianak). 
Dari uraian di atas tergambar upaya dari aparat penegak hukum 
(penyidik) untuk melakukan penegakan hukum dengan sungguh-sungguh. 
Namun upaya tersebut harus didukung oleh semua pihak, sehingga diharapkan 
proses penegakan hukum dapat berjalan dengan baik sesuai dengan ketentuan 
yang berlaku. Dalam hal ini diperlukan langkah-langkah nyata dari aparat untuk 
secara bersama-sama melakukan pencegahan dan penanggulangan terhadap 
penggunaan bahan tambahan pangan yang melampaui ambang batas maksimal 
yang ditetapkan dan/atau bahan yang dilarang digunakan sebagai 
bahantambahan pangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 
tahun 2012. 
Tujuan dari organisasi penegak hukum akan menentukan bagimana 
tingkah laku dari organisasi itu. Oleh karena organisasi tersebut harus hidup 
ditengah-tengah masyarakat sambil melayaninya, maka tujuan itupun lalu 
berfungsi untuk nenuntun organisasi sehingga dapat menjalankan tugasnya 
dengan baik di tengah-tengah masyarakat. Proses penyesuaian yang demikian 
itu menimbulkan gejala yang disebut sebagai goal substitution dan goal 
displacement. Dalam goal substitution maka tujuan formal digantikan oleh 
kebijakan-kebijakan dan langkah-langkah yang akan lebih menguntungkan 
organisasi di satu pihak dan di lain pihak yang menekankan sedapat mungkin 
ancaman terhadapnya. Pada goal displacement, tujuan-tujuan organisasi yang 
sudah diterima dan disetujui ditelantarkan demi untuk tujuan-tujuan yang lain. 
 
Penutup 
 
Kesimpulan 
Berdasarkan uraian pada Bab III di atas, maka disimpulkan sebagai berikut: 
1. Faktor-faktor yang menjadi kendala sehingga penegakan hukum terhadap 
ketentuan Pasal 136 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 belum efektif, 
yaitu:kurangnya koordinasi dalam melakukan penegakan hukum, sanksi yang 
diberikan baik pembinaan, pengawasan maupun tindakan pro justisia belum 
memberikan efek jera; belum ada jenjang yang solid antar instansi pembina 
dan pengawas (Dinkes dan BPOM); anggaran untuk deteksi BTP belum 
memadai; fasilitas laboratorium untuk melakukan pemeriksaan semua BTP 
belum lengkap dan biayanya mahal; pelaku industri makanan lebih 
menguasai pasar sehingga instansi terkait kesulitan untuk mengawasi 
(luasnya wilayah); pengetahuan masyarakat tentang BTP terbatas; efek dari 
BTP memerlukan proses panjang dan lama terhadap kesehatan, sehingga 
masyarakat tidak terlalu memperhatikan pangan yang dijual/dikonsumsi; dan 
belum pernah dilakukan penyidikan terhadap perusahaan (IRTP) yang 
menggunakan bahan tambahan Pangan yang melampaui ambang batas 
maksimal yang ditetapkan dan/atau bahan yang dilarang digunakan sebagai 
bahan tambahan Pangan. 
2. Upaya hukum yang dilakukan oleh pemerintah dalam rangka mengefektifkan 
penegakan hukum terhadap Pasal 136 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 
2012 yaitu memberikan informasi bahan yang boleh dan tidak boleh 
digunakan pada pangan melalui berbagai forum, misalnya penyuluhan, 
kampanye, pameran, dan lain-lain. Seharusnya IRTP tidak lagi menggunakan 
bahan tambahan pangan yang dilarang, namun menggunakan bahan 
tambahn pangan yang diperbolehkan. Kemudian mendorong instansi terkait 
(Dinas Kesehatan dan BBPOM) untuk secara ketat mengawasi produksi dan 
peredaran pangan yang menggunakan bahan tambahan pangan termasuk 
menyediakan sarana prasarana untuk mengujinya (laboratorium) agar dapat 
diketahui secara pasti pelanggaran yang dilakukan. 
 
S a r a n 
Dari uraian pada kesimpulan di atas, maka dikemukakan saran sebagai 
berikut: 
1. Dinas Kesehatan Kota Pontianak dan BBPOM Pontianak harus secara ketat 
mengawasi produksi dan peredaran produk pangan yang menggunakan bahan 
tambahan pangan, jika ditemukan adanya pelanggaran terhadap ketentuan 
yang diatur dalam Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012 harus dikenakan 
sanksi pidana sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 
2. Perlu adanya kerjasama antara Dinas Kesehatan Kota Pontianak dan BBPOM 
Pontianak dengan aparat kepolisian dalam melakukan penegakan hukum 
pidana terhadap penggunaan bahan tambahan pangan yang melampaui 
ambang bats maksimal yang ditetapkan dan/atau bahan yang dilarang 
digunakan sebagai bahantambahan pangan sebagaimana diatur dalam 
undang-undang Nomor 18 Tahun 2012. 
3. Instansi yang berwenang khususnya Dinas Kesehatan Kota Pontianak dan 
BBPOM Pontianak harus menyediakan sarana prasarana penunjang seperti 
laboratorium dan ditunjang dengan penyediaan sumber daya manusia dan 
anggaran yang memadai untuk melakukan pengawasan dalam rangka 
penegakan hukum. 
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